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KATA PEMBIMBING
untqk Edisi Keempat

Demi penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi sampai

ahun 1980, maka di dalam penerbitan keempat ini diadakan
perubahan/tambahan sebagai berikut :

Dalam pada itu Bab/Bagian lain pada umumnya tidak
lengalami perubahan yang berarti .

Yogyakarta, 15 Februari 198].
Penyusun,

Iman Sudivat
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Istilah Hukum Adat merupakan terJemahan é
da : >’Adat-Recht’’, yang pertama kali dlkemukaka 1 C _;_

Hurgronje yang kemudian dipakai dalam buk.unya 0 'j Je
A (orang-orang Aceh). Istilah "“Adat- Recht”’ ini kemuc

oL

| pula oleh : van Vollenhoven yang menulis buku-ba q,u

tang Hukum Adat dalam 3 jilid yaitu : “Het Adai
Nederlandsch Indié’’ (Hukum Adal Hlndla—Belanda'

.1
,l
59 a-f_‘-

A\ A. Istilah Hukum Adat dalam Perundang-undang )
1. Dalam A.B. (Algemene Bepalingen van Welge\fl
tuan-ketentuan Umum Perundang-undangan’’) pz

&l”"
istilah @ ’’Godsdienstige Wellen, Volksm

- Gebruiken’. (Peraturan-peraturan Keaaama n. .‘?
lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan). R

,r_j' .1
- "---

2. Dalam R.R. 1854 pasal 75 ayat 3 : ’Godsdlenslt

stellingen en Gebruiken’’. (Peraturan- peraluran&
Lembaga-lembaga dan Kebiasaan- Kebiasaan).

' .-. '

3. Dalam 1.S. (Indische Staatsregeling =
Negara Belanda semacam Undang-Undane Dasar b

Belanda) pasal 128 ayal 4 : "Instellingen des Volk
lembaga dari Rakvat).

a L'—LJ

4. Dalam 1.S. pasal 131 ayat 2. syb b : Met ..»f’
ten en Gewoonten Samenhanﬂende Rechts Regele 5

aturan Hukum vang Berhubunuan dengan ALam -
l\eblasaan kebiasaan Mereka).




capai kejayaann)d pada .bagiap. kF-Z —,;;::l
nengertian Hukum Adat dipakai istilah W "
Ini merupakan akibat dari pengan{h t .,.:,l:ﬁ_
Salmon Keyzer yang melancarkan r(i
plexu’’ (Penerimaan dalam Keseluruhan).

o

Menurut teori ini, adat-istiadat _dan.; |

oolongan hukum masyarakat adalah receptio -
Apama yang dianut oleh golongan masyarakat
suatu golongan masyarakat adalah hasil pener;
dari Hukum Agama yang dianut Qleh' goloﬁn: nm

A ‘*;.‘-:-';;
M 'salny a. | % Ay **.'-’{’.-*";,--
. | | B ()
- Hukum Adat dari orang yang beragama Isla
e r.-dr,—'{“;g .'"""_ ’_.
. L B &

[slam. Teori ini ditentang keras oleh : Snouck F
Voilenhoven. i

i ¥
-
oy
- o
M

ﬂ-r" -
- e
] 1 - '
. 1 -" . P
_'_l._;‘_l 1 4 wf - L
o ¥ - i
.I-F I._I'r 4

I- 4 - 3 ;. .__'-' ' F Ly ¥ g ait F.a 2
. '. F ] ,.I' i f-.‘-.- ':-I; ' ‘- .
- plr B T8 -2 1% A
' -- : . 1" . o L 3 8 o T .I- L
E . F, # ol f_,j' ,f'. .1:--.‘-_.
| AW L ,- :
F 'J ’ - - - _..'" = " *4.'.. ]I ]
— .:-"I - ! iy :I" _.4-l .fji*r o .‘:.J f 4
p— T — ’

#-_,-—'-—-—-\_ y 3 . s LT oy '.‘ )
F ] Il_ 5 _; l.: - N .

o A AN .

§ f,h;_,jﬁn’. A A

j‘f.: f_,__ -

Tidak semua bagian Hukum Agama“'ditwé;’-
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Adat; hanyalah beberapa bagian tertentu saja dar
yaitu ferutama bagian dari hidup manusia yang
pribadi._yang hubungannya erat dengan kepercaya

]
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Misalnya : Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan
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Dalam R.R. 1854 pasal 78 ayat 2 : "Godsdienstige Wetten en

Oude Herkomsten’’ (Peraturan-peraturan Keagamaan dan
Naluri-naluri).

S. 1929 No. 221 jo. No. 487 : '’ Adat-Recht”’.

‘ ! kalangan para Penulis :

“Sebelum dipakai dalam Perundang-undangan, ’’ Adat-Recht”’
ah dipakai dalam literatur, yaitu :

Nederburgh — Wet en Adat.

— Handleiding Tot de Kennis van de
Mohammedaanse Wet.

— Het Personenrecht Voor de Inlanders op

Java en Madura. (Hukum Badarf
Pribadi untuk orang Bumi Putera di
Jawa dan Madura).

Di K alangan Rakyat

:Jarang dipakai istilah ’Hukum Adat’’, tetapi lazim dipakai

ah ’’Adat’’ saja. Kata ’Adat’’ berasal dari kata Arab yang
irti "’kebiasaan’’.

i'beberapa daerah ada istilah-istilah yang menggambarkan
gertian ini, misalnya dij :

yo — 0dot (eudeut)
ateng dan Jatim — Ngadat

linangkabau — Lembaga/Adat Lembaga
finahasa dan Maluku = — Adat Keblasaan
atak Karo — Basa (Bicara).

Unsur-unsur Pembentuk Hukum Adat

ada abad ke-19 kita jumpai istilah

""Peraturan-peraturan
:amaan’’ (Godsdienstige Wetten) yang

pemakaiannya men-



lisalnya :

Keadaan di Minang : Hukum Waris merupakan Hukum Adat
ng asli, yaitu merupakan himpunan norma-norma yang cocok
ngan susunan dan struktur masyarakat dalam alam Minang.

Vollenho ven

- Berjasa memberikan ketegasan dan penjelasan dalam per-
alan tersebut di atas. Dalam bukunya : ’Adat-Recht’’ Jilid_II
1 rangkan bahwa hal ini harus diterangkan dengan meninjau se-
ah, yaitu : harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu
am sebagai Agama yang sedang berkembang di tanah Arab.
han memuncaknya pe;{tgg@ngan dan perebutan kekuasaan
nayyah dan Madinah® Perebutan kekuasaan dan pertentangan ini
ikhiri dengan suatu kompromi, dan kompromi itulah yang dilan-
kan serta diterima pula tatkala Islam masuk Indonesia.

mpromi itu ialah :

- Segala urusan yang mengenai/termasuk Pemerintahan, Polisi
I Hukum Pidana, inclusif Hukum Acaranya diserahkan kepada
Dijaksanaan Chalifah di luar Arab, sedangkan mengenai hidup

agamaan, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan dan Hukum
aris serta Wakaf termasuk -kompetens; golongan Madinah.

;,: T}npulan ; J

‘Hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan
fum wakaf dipengaruhi hukum Islam. Hukum Adat mempunyai
ur-unsur asli  maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun
garuh agama itu tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa

rah saja.
ur Hukum Adar yairy -

Unsur asl
Unsur keagamaan
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